Sempat Mangkir, Dirut RSUD Praya Akan Hadiri Panggilan Kedua Jaksa

https://www.pusdikkemnas.com/

Lombok Tengah (Inside Lombok) — Kasus dugaan korupsi pada pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten
Lombok Tengah terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah telah menaikkan
status kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

Beberapa saksi pun sudah dipanggil, termasuk Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir
Langkir. Namun ia sempat mangkir dari panggilan Jaksa. Terkait hal itu, Langkir melalui Kuasa
Hukumnya, Lalu Anton Hariawan, Senin (20/12/2021) menyatakan, pihaknya akan memenuhi
panggilan jaksa yang telah dijadwalkan kembali pada Selasa (21/12/2021) ini. “Kami sudah
terima surat panggilan dari Jaksa beberapa hari lalu. Ini surat panggilan yang kedua setelah surat
panggilan yang pertama tidak bisa dihadiri Dirut,” ujar Anton saat memberi keterangan.

Menurutnya, tidak dihadirinya surat panggilan pertama oleh Langkir karena pada waktu
itu dia sedang menghadiri kegiatan percepatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polda NTB
di Lombok Tengah. Ketidak hadiran itu telah disampaikan ke pihak Kejari dengan mengirimkan
surat pemberitahuan resmi sebagai Dirut pada hari Kamis (16/12) kemarin.

“Merujuk dari surat Panggilan Kejaksaan kedua yang diterima, klien saya diminta hadir
nanti pada Selasa (21/12) pagi,” terangnya. Di sisi lain, Anton menepis isu yang berkembang
bahwa kliennya sengaja mangkir dari panggilan Jaksa yang pertama. “Saya mewakili klien saya
mohon maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman terkait panggilan pertama dari
Kejari yang tidak diindahkan klien kami,” tuturnya.

Pihaknya mengaku kalau kliennya siap mengikuti semua proses tahapan yang
dijalankan oleh Kejari Praya. Jika tidak ada agenda penting yang harus diikuti, Direktur RSUD
Praya akan selalu kooperatif mengikuti proses penanganan kasus tersebut. “Intinya kami siap

kooperatif mengikut segala proses yang dijalankan oleh pihak Kejari,” yakinnya.
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Demi lancarnya proses penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan BLUD Praya
yang sedang ditangani Kejari, dia memastikan kliennya akan memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya nanti di hadapan penyidik.

Beberapa dokumen dan surat penting terkait pengelolaan BLUD RSUD Praya juga akan
dibawa saat dimintai keterangan penyidik nantinya. “Apapun yang ditanyakan dan dibutuhkan
oleh Jaksa penyidik demi kebutuhan proses penyidikan, klien saya siap untuk memberikan
jawaban yang sebenar-benarnya dengan dilengkapi juga dengan jawaban dokumen dan surat
yang akan dibawa,” jelasnya.

Beberapa dokumen dan surat-surat penting pengelolaan BLUD RSUD Praya dari tahun
2017-2020 saat ini sudah siap. Anton dan dr. Langkir akan datang ke kantor Kejari menghadiri
panggilan tersebut sekitar pukul 09.00-09.30 WITA sesuai dengan jadwal yang dikirimkan oleh
Kejaksaan. Diketahui bahwa Kejari menangani dugaan korupsi pengelolaan BLUD RSUD
Praya dari tahun 2017 hingga 2020. Di tahap penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan
kerugian negara pada pengelolaannya sebesar Rp 900 juta lebih selama empat bulan dari empat
tahun pengelolaan BLUD yang sedang ditangani.

Penyidik sudah memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan, termasuk di
antaranya adalah dewan pengawas yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu. Sementara untuk memastikan menghitung
adanya kerugian negara, Kejaksaan terus menunggu dan melakukan koordinasi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (irs).

Catatan Berita

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang
diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.' Lebih lanjut yang dimaksud
dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keunfungan Calam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.”

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan

' Pasal 1 angka (1), Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
? Pasal 1 angka (2), Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
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dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan
pemeriutah daerah yang pengelolaann-va dilakukan berdasarkan kewenangan yang
didelegasikan oleh kepala daerah.’

Sumber daya manusia BLUD terdiri atas pejabat pengelola; dan pegawai. Pejabat
Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasiona, pelaksanaan kebijakan

Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.*

Sumber berita

1. https://insidelombok.id/berita-utama/sempat-mangkir-dirut-rsud-praya-akan-hadiri-
panggilan-kedua-jaksa/, di akses tanggal 21 Desember 2012;

2. https://ntb.genpi.co/ntb-terkini/885/kuasa-hukum-pastikan-dirut-rsud-praya-penuhi-
panggilan-jaksa?page=2/20/12/2021; diakses tanggal 21 Desember 2021;

? Pasal 2 ayat (1), Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
* Pasal 3 ayat (2), Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
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